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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 19/PL.03.5-Kpt/5105/Kab/lI/2018

TENTANG

PENETAPAN BATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
' BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. Bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 12

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 tahun 2017, tentang Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, ditetapkan
Batasaan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018 dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Utnum Kabupaten

Klungkung ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun

1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);

Mengingat

2. Undang . . . .
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir
perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun

2017 tentang pemilihan umum, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umuih Nomor 5 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah.
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor $ Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Komisi
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

Pemilihan Umum

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi
Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Independen

Wakil.
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Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor :
5/Kpts/ KPU-Kb-016.433742/TAHUN 2017 tentang

Pedoman teknis Tahapan,Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Klungkung tahun 2018;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

18/ PL.03.4-Klungkung
Kpt/5105/Kab/lI/2018 tentang Penetapan Ukuran,

Jumlah Bahan dan Alat Peraga Kampanye dalam

Nomor

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung

Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

164/PL.03.5-Klungkung Nomor

BA/5105/Kab/II/2018, tentang Koordinasi Bersama
Batasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Klungkung tahun 2018;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klungkung Nomor

BA/5105/Kab/II/2018
: 170/PL.03.5-

tentang Rapat Pleno
Penetapan Batasan Dana Kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung

tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN BATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KESATU,
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: Menetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018

sebesar Rp. 13.851.970.000 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus

Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu

Rupiah)

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KESATU

KEDUA

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 8 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,
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